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ABSTRAK 

Permasalahan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pajak 

Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terkait pajak 

sarang burung walet, ketidak teraturannya pembangunan usaha sarang burung walet, sosialisasi yang belum 

menyeluruh kepasa masyarakat, dan ketidak tegasan aparat. Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui 

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik 

purposive sampling terdapat informan berjumlah 13 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan ini sudah berjalan dengan cukup baik. 

Namun, masih ada kekurangan dalam kejelasan komunikasi tentang kebijakan yang dibuat. Kemampuan staf 

dalam melaksanakan tugasnya sudah baik dan jumlah staf sudah cukup. Fasilitas yang menunjang pekerjaan 

mereka di lapangan juga sudah lengkap. Disposisi perangkat birokrasi berjalan baik dan pengangkatan pegawai 

yang sesuai dengan kriteria. Struktur Birokrasi berkaitan Standar Operating Procedures (SOP) tidak ada, hanya 

SOP untuk kegiatan pelaksanaan kebijakan secara umum. Fragmentasi para pihak pelaksana kebijakan sudah 

berjalan dengan baik. Adapun Faktor yang mempengaruhi yakni kondisi sosial-ekonomi masyarakat sasaran 

kebijakan dilapangan, lalu dukungan publik yang minim. 

 Disarankan perlunya pembaharuan dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah 

Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini khususnya tentang besaran pajak yang harus 

dibayarkan setiap kali panen serta mau lebih menjelaskan lagi tentang tujuan kegunaan dari hasil pajak ini. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pajak, Peraturan Daerah 

 

 

ABSTRACT 

Problems with the Implementation of Regional Regulation (Perda) No. 6 of 2021 concerning Regional 

Taxes for Swallow's Nest Tax in Hulu Sungai Utara Regency, such as a lack of public awareness regarding 

the swallow's nest tax, irregular development of the swallow's nest business, incomplete outreach to the 

community, and indecisiveness of the authorities. This research aims to: To find out the implementation of 

Regional Regulation (Perda) No. 6 of 2021 concerning Swallow's Nest Tax in North Hulu Sungai Regency and 

to find out the factors that influence it. This research method uses a qualitative approach with a qualitative 

descriptive type. The technique for determining informants used purposive sampling technique, there were 13 

informants. Data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

The results of the research show that the implementation of this regulation has gone quite well. However, 

there is still a lack of clarity in communication regarding the policies being made. The staff's ability to carry 

out their duties is good and the number of staff is sufficient. The facilities that support their work in the field 

are also complete. The disposition of the bureaucratic apparatus is running well and the appointment of 

employees is in accordance with the criteria. There is no bureaucratic structure related to Standard Operating 

Procedures (SOP), only SOPs for general policy implementation activities. The fragmentation of policy 

implementing parties has been going well. The influencing factors are the socio-economic conditions of the 

communities targeted by the policy in the field, and minimal public support. 
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 It is recommended that there is a need to update Regional Regulation No. 6 of 2021 concerning 

Regional Taxes for Swallow's Nest Tax in North Hulu Sungai Regency, especially regarding the amount of tax 

that must be paid every time it is harvested and to explain more about the purpose of using the proceeds of 

this tax. 

Keywords: Implementation, Tax, Regional Regulation 

PENDAHULUAN 

Peraturan Daerah Kabupten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah 

yang didalamnya terdapat pasal tentang Pajak sarang burung walet merupakan salah satu peraturan 

daerah yang mengatur tentang pajak sarang burung walet. Pungutan pajak berdasarkan hasil atas 

sarang-sarang burung walet. Pajak ini sumber pendapatan daerah yang diharapkan membantu menjadi 

sumber pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 47 Ayat (1), tarif 

pajak sarang burung walet ditetapkan diantaranya dibawah 10 kg sebesar 2,5% , 10 kg sampai 20 kg 

sebesar 5%, dan lebih dari 20 kg sampai seterusnya sebesar 7,5 %. Masyarakat yang berusaha dari 

hasil sarang burung walet dikenakan pajak 10% dari penghasilan sarangnya disetiap kali panen, hal 

ini diharapkan dapat menunjang  pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi dari hasil sarang 

burung walet. Betapa tidak, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan salah satu  kabupaten 

yang dimana terdapat banyaknya bangunan sarang burung walet terlihat menjulang-julang tinggi 

dihampir tiap kecamatannya. Melihat harga jual yang lumayan tinggi dari sarang burung walet ini 

maka hal menjadi daya tarik masyarakat Hulu Sungai Utara belakangan ini untuk berbondong-

bondong membangun sarang burung. Pihak yang dibebani pajak sarang burung walet adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Terhitung 

dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 1.095 sarang burung walet 

yang terdaftar. (Sumber : Data Sarang Burung Walet Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024) 

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

dalam lima tahun terakhir bervariasi. Pendapatan pajak sarang burung walet terbesar berada ditahun 

2019 dengan total pendapatan Rp. 78.272.000, dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan total 

pendapatan RP. 53.350.000 dan ditahun 2021 Rp. 36.950.000. Salah satu penyebab turunnya 

penerimaan pajak dari sarang burung walet ini adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha sarang 

burung walet yang tidak tertib membayar pajak atas penyelenggaraan pengusahaan sarang burung 

walet, sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah. Berbicara mengenai masalah tarif pajak sarang 

burung walet tentunya tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia pelaku pajak yaitu 

pengusaha sarang burung walet yang melakukan pembayaran secara mandiri. Namun, secara nyata 

masih banyaknya pengusaha sarang burung walet yang tidak terbuka mengenai hasil yang 

diperolehnya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di temukan Dalam proses pembayaran pajak tersebut, 

pengusaha sarang burung tidak terbuka mengenai hasil panen yang diperolehnya ke Badan 

Pendapatan Daerah dan kurangnya kesadaran pelaku usaha sarang burung walet yang tidak tertib 

membayar pajak atas penyelenggaraan pengusahaan sarang burung walet, sehingga dapat mengurangi 

pendapatan daerah. Kurangnya tindakan tegas dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan 

Pendapatan Daerah terhadap pengusaha sarang burung walet, sehingga masih banyak pengusaha yang 

tidak melaporkan hasil panen penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Petugas Badan 
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Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang pro aktif dalam melakukan pendataan 

pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta kurangnya penagihan 

pajak kepada wajib pajak yang mempunyai sarang burung walet. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatam kualitatif dengan tipe deskriftif-kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan 

informan menggunakan teknik purposive sampling terdapat informan berjumlah 13 orang.  Analisis 

data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu 

program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai  dampak atau  tujuan  yang  diinginkan. 

Untuk  memahami implementasi kebijakan ada beberpa literatur terbaik yang menyajikan 

pembahasan teoritik dan konseptual seperti: 

Secara garis besar garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah 

untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan Negara 

diwujudka nsebagai “Out come“ (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab 

itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut 

“Policy delivery system” (system penyampaian / penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri 

dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang / didesa ini secara khusus serta diarahkan menuju 

tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Wahab:1990:123-124). 

Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan / perilaku unit birokrasi untuk 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan sosial politik dan 

ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak terlibat dan akhirnya terdapat suatu dampak yang tidak 

diharapkan 

Menurut George C. Edward III (Subarsono 2012:136) ada empat faktor yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber 

daya, struktur birokrasi dan disposisi. 

a. Komunikasi 

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni: 

1).  Transmisi 

Sebelum penjabat-pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari 

bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksananya telah dikeluarkan. Hal ini 

tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan 

keputusan-keputusan diabaikan atau seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang 

dikelurkan. 

2).  Kejelasan 

Edward mengidentifikasikan enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. 

Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-

kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam 

memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan 

kebijakan pengadilan 
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b. Sumber Daya 

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber 

daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya 

financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokemen. 

c. Disposisi (Kecenderungan) 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh    implementor seperti komitmen, 

kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, diaakan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 

implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap 

organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedure atau SOP). SOP 

menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak.  

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya 

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 

melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung 

atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya 

berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan 

Pajak 

1. Pengertian Pajak  

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai  pelaksaaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa 

pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat 

dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan 

Negara harus berdasarkan undang-undang 

2. Fungsi Pajak 

Pajak Bukan Hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi 

pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai Fungsi pendapatan Negara, Fungsi 

stabilitas perekonomian, dan Fungsi pemerataan pembangunan. 

 

Burung Walet 

Merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini 

berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk 

sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak 

pernah hinggap di pohon. Manfaat burung walet adalah sarangnya yang terbuat dari air liurnya 

(saliva). Sarang walet ini selain mempunyai harga yang tinggi, juga dapat bermanfaat bagi dunia 

kesehatan 
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Komunikasi 

a. Transmisi 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dari pihak aparat terkait 

sudah melakukan komunikasi yang baik kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam implementasi 

peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet dan juga dilapangan mereka masih terus 

menerus melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan tentang kebijakan ini. 

Hal tersebut sejalan dengan observasi peneliti yang melihat bahwa para pegawai di Badan 

pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mengetahui tentang 

peraturan daerah ini karena peraturan daerah ini sudah berjalan sejak 2011.  

b. Kejelasan  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari pegawai Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah melakukan komunikasi dengan jelas dan 

baik dalam menyampaikan maksud dan tujuan peraturan daerah tentang sarang burung walet ini 

untuk implementasinya meskipun masih ada pemilik sarang burung walet yang belum mengetahui 

tentang maksud dan tujuan peraturan daerah itu sendiri. 

Sumber Daya 

a. Staf 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya yaitu staf sudah 

memenuhi standar, baik jumlah maupun kemampuan yang mereka miliki untuk melaksanakan tugas 

yang diberikan dengan maksimal. 

Sejalan dengan observasi peneliti bahwa jumlah dan kinerja staf sudah cukup sehingga hal 

tersebut  dapat menunjang pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet. 

b. Fasilitas  

Berdasarkan hasil waawancara di atas bahwa dapat disimpulkan fasilitas yang tersedia dalam 

implementasi peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet di kabupaten Hulu Sungai utara 

sudah baik dan tidak ada masalah yang serius. 

Hal tersebut sejalan dengan pengamatan peneliti bahwa fasilitas yang digunakan oleh petugas 

dilapangan pada implementasi sudah disediakan cukup oleh kantor guna memfasilitasi para 

pegawainya baik kendaraan, perlengkapan administrative dan lain-lain. 

Sesuai dengan pendapat di atas maka dalam implementasi peraturan daerah tentang pajak 

sarang burung walet ini tidak ada hambatan masalah sumber daya staf dan fasilitas pada peraturan 

daerah no 6 tahun 2021 tentang pajak daerah terutama pajak sarang burung walet di kabupaten hulu 

sungai utara. 

Disposisi 

a. Perangkat Birokrasi 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, perangkat birokrasi dalam hal 

pengangkatan pegawai di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara sudah sesuai 

dengan kemampuan dalam berkerja sehingga implementasi peraturan daerah ini bissa berjalan dengan 

efektif, karena didukung oleh pelaksana yang komputen dan mempunyai skill yang bagus dalam 

melaksanakan tugasnya tersebut.  

Hal ini sejalan dengan observasi peneliti melihat bahwa orang-orang yang tepat diposisinya 

masing-masing, dilihat dari kemampuan mereka dilapangan serta dari bidang-bidang yang mereka 

tempati sehingga mempermudah melakukan tugas dan dapat menjalankan implementasi dengan baik. 

b. Insentif  

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa disimpulkan pemberian insentif memang dapat 

memotivasi pegawai agar dapat bekerja semaksimal mungkin, namun untuk para pegawai di kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini para pegawainya di ajarkan untuk tidak 

berorientasi pada iming-iming insentif, mereka di ajarkan untuk memahami tanggung jawabnya 

masing-masing sebagai pelaksana kebijakan. 
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Hal tersebut sejalan dengan observasi peneliti bahwa para pegawai dari Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku pelaksana kebijakan memang bekerja dengan baik tanpa 

melihat keuntungan dari insentif yang akan diberikan kepada mereka. 

Struktur Birokrasi 

a. Standar Operating Prosedures (SOP)  

Berdasarkan hasil wawancara langsung di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan 

imlementasi pajak sarang burung walet ini belum ada Standar Operating Prusedure (SOP) khususnya, 

tetapi untuk Standar Operating Prusedure (SOP) secara umum di kantor ini sudah ada untuk 

meningkatkan kinerja agar efektif dan efisien. 

Hal ini sejalan dengan observasi awal peneliti menemukan tidak adanya SOP untuk pelaksanaan 

kebijakan tentang pajak sarang burung walet, dan hal ini membuat acuan untuk standarisasi pelaksaan 

tidak ada sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana realisasi kebijakan tentang pajak sarang burung 

walet ini sudah berjalan. 

b. Fragmentasi  

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulakan bahwa dalam hal implementasi 

peraturan daerah no 6 tahun 2021 tentang pajak daerah tentang pajak sarang burung walet telah 
dilakukan dengan sangat baik, terfragmentasinya struktur birokrasi dengan saling koordinasi antar 

pihak terkait yang sudah dilaksanakan oleh para implementor, selain itu diperkuat dari hasil 

pengamatan peneliti, untuk koordinasi antar pihak sudah memang berjala dengan baik hanya saja 

belum ada tindakan lebih lanjut jika ada pelanggaran ini dikerenakan pihak Badan pengelola pajak 

sendiri masih ingin melakukan tahap sosialisasi kemasyarakat untuk pajak sarang burung walet ini. 

Hal ini sejalan dengan observasi peneliti melihat bahwa kebijakan ini sudah dikordinasikan oleh pihak 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan beberapa pihak 

instansi terkait guna menunjang pelaksanaan kebijakan ini. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang 

Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

1. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial-ekonomi dan 

teknologi sangat berpengaruh pada implementasi suatu kebijakan publik, terlebih lagi untuk Peraturan 

Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah  Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. 

Hal ini sejalan dengan observasi peneliti dimana faktor dari kondisi sosial-ekonomi dan 

teknologi masyarakat yang jadi sasaran pajak di Hulu Sungai Utara ini memang beragam adanya, dan 

hal ini juga tentunya memberi dampak bagi keberhasil dari kebijakan publik yang dikenakan kepada 

mereka terlebih lagi tentang pajak sarang burung walet ini.  

2. Dukungan Publik 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan publik sangat 

berpengaruh sekali dengan keberhasilan suatu implementasi, dengan minimnya sentuhan dukungan 

warga pada implementasi kebijakan akan sangat sulit sekali tujuan implementasi tersebut dapat 

dicapai. 

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti bahwa reaksi publik yakni warga Hulu Sungai 

Utara yang bermacam-macam terhadap peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet, sebagian 

ada yang tidak setuju namun sebagian juga ada yang mendukung demi membantu kemajuan daerah. 

3. Sikap Dan Sumber-Sumber Yang Dimiliki Kelompok Masyarakat 

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas sikap warga atas 

adanya kebijakan ini adalah menolak adanya kebijkan tersebut, warga pemilik sarang burung walet 

menilai peraturan daerah no 6 tahun 2021 tentang pajak daerah pajak sarang burung walet ini terlalu 

memberatkan bagi mereka untuk menjalankan usahanya karena kebanyakan dari mereka  banyak 
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mengeluarkan biaya untuk usaha tersebut sedangkan hasil belum bisa dimaksimalkan namun sudah 

harus dipotong untuk membayar pajaknya.  

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti menemukan bahwa sikap dari masyarakat yang 

mayoritas menolak adanya kebijakan . Kearifan lokal yang dibangun atas sikap penolakan tersebut 

tentunya sangat berpengaruh sekali dengan keberhasilan implementasi, dan dengan sikap negatif 

masyarakat ini dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. 

4. Kesepakatan Dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana 

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan para pelaksana 

kebijakan  berkomitmen untuk terus melaksanakan kebijakan ini dari sekian banyaknya masyarakat 

yang menolak adanya kebijkan tersebut. Hal ini sesuai dengan observasi awal peneliti bahwa para 

pelaksana kebijakan memang memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan peraturan 

daerah tentang pajak sarang burung walet terbukti dilapangan mereka tetap sabar menanggapi 

berbagai macam reaksi masyarakat terhadap adanya kebijakan ini. 

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti bahwa para pelaksana  kebijakan untuk tetap 

melaksanakan kebijakan ini apapun reaksi dari para sasaran kebijakan, walau pada dasarnya banyak 

penolakan dari masyarakat namun para pelaksana kebijakan tetap berkomitmen melaksanakannya. 
 

Upaya yang Dilakukan untuk Meengatasi Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

1. Memahami Kondisi Masyarakat Dilapangan 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan akan selalu 

berupaya memahami kondisi masyarakat dilapangan dan tidak langsung memaksakan untuk 

kebijakan harus dilaksanakan oleh sasaran kebijakan. 

2. Meraih Dukungan Publik 

 Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan akan selalu 

berupaya menggapai hati masyarakat dilapangan guna mendapat dukungan supaya kebijakan ini 

dapat terlaksana dengan baik.  

3. Memiliki Komitmen Tinggi 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan mempunyai 

komitmen yang tinggi dan akan selalu berupaya menjaga komitmen itu bagaimanapun kondisi 

masyarakat dilapangan menyikapi implementasi kebijakan ini. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan data-data dan Informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian Pada  

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat 

diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara sudah berjalan dengan cukup baik namun masih ada kekurangan dalam proses 

implementasinya, hal ini diindikasikan dengan : (a) masih kurangnya kejelasan komunikasi 

tentang kebijakan (pajak sarang burung walet) yang dibuat pada masyarakat sehingga 

mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan daerah tentang pajak 

sarang burung walet ini. (b) Fasilitas merupakan unsur penunjang dalam implementasi sebuah 

kebijakan. Jika staf yang dimiliki telah mencukupi dan memadai serta mengetahui apa yang harus 

dikerjakannya, wewenang yang diberikan juga telah terlegitimaisi, sementara fasilitas pendukung 

(sarana dan prasarana) tidak tersedia, tentu saja implementasinya berjalan dengan timpang. Dari 

wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa staf dan fasilitas dalam implementasi peraturan 

daerah No 6 tahun 2021 Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara tidak menemui masalah. Kemampuan staf dalam melaksanakan tugasnya sudah baik dan 
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jumlah staf dalam implementasi peraturan daerah ini sudah cukup. Fasilitas yang menunjang 

pekerjaan mereka di lapangan juga sudah lengkap . Hal tersebut tentu membuat implementasi 

pereaturan daerah No 6 tahun 2021 tentang pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet di 

kabupaten Hulu Sungai Utara dapat berjalan dengan lancar. (c) Keberhasilan Implementasi 

kebijakan  juga ditentukan dari Disposisi yang baik. Dalam Implementasi Pajak Sarang Burung 

Walet ini  Disposisi yang berkaitan dengan perangkat birokrasi dan insentif hal-hal tersebut sudah 

dinilai baik dengan pengangkatan pegawai yang sesuai dengan kriteria dan mau bekerja dengan 

motivasi yang tinggi tanpa memandang insentif pada hasil kinerjanya. (d) Struktur Birokrasi yang 

ada berkaitan dengan Standar Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. Untuk SOP khusus 

pajak sarang burung walet ini memang tidak ada, yang ada hanya SOP untuk kegiatan pelaksanaan 

kebijakan secara umum berkaitan dengan pajak dan retribusi. Sedangkan untuk Fragmentasi para 

pihak pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik setiap pihak yang terkait sudah ada 

melakukan  koordinasi satu sama lain terkait implementasi pajak sarang burung walet. 

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Sarang Burung Walet 

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menghambat yakni kondisi sosial-ekonomi masyarakat 

sasaran kebijakan dilapangan yang banyak berbenturan dengan proses implementasi kebijakan, 

lalu dukungan publik yang minim pada kebijakan ini membuat kebijakan ini sulit 

diimplementasikan dengan maksimal untuk mendapatkan pemasukan bagi pendapatan asli 

daerah, serta yang juga menghambat ialah faktor Sikap san sumber-sumber yang dimiliki 

kelompok masyarakat yang juga mayoritas tidak setuju dengan adanya kebijakan membuat 

implementasi kebijakan ini semakin sulit dioptimalkan. 
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